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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, penulis merangkum dan menyimpulkan sebagai 

berikut, yaitu: 

1. Indonesia dan Jepang merupakan pihak dalam Konvensi Basel 1989 sehingga 

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Basel 1989 harus ditaati. 

Konvensi Basel. Konvensi Basel sendiri memperbolehkan adanya perdagangan 

limbah B3 selama memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Konvensi 

tersebut. Namun pada kenyataan, dengan adanya IJEPA menimbulkan 

ketidaksesuaian dengan tujuan Konvensi Basel, yaitu: 

a. Konvensi Basel yang bertujuan untuk mengurangi perpindahan lintas batas 

wilayah limbah B3, tidak sesuai dengan munculnya klasul 

diperbolehkannya limbah B3 tertentu yang menjadi komoditas ekspor-

impor. Konvensi Basel juga membuat negara-negara industri mengelola 

limbah yang dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan dan 

minumbulkan kerusakan lingkungan seminimal mungkin. Jepang sebagai 

negara maju dalam tekonolgi dan sumber daya manusia, mampu mengelola 

limbah B3 yang telah dihasilkan. Namun, dengan memindahkan limbah B3 

tersebut ke negara lain, tentu tidak memerlukan biaya yang lebih, jika 

dibandingkan dengan mengelolanya. Hal tersebut juga berkaitan dengan 

tujuan lain dari Konvensi Basel yang dikesampingkan oleh IJEPA, yaitu 

melarang pengiriman limbah B3 menuju negara yang kurang mampu dalam 

hal teknologi dan fasilitas yang ramah lingkungan.  

 

b. Dalam melakukan perpindahan limbah B3 lintas batas wilayah, setiap pihak 

harus dapat memastikan bahwa limbah B3 yang telah dipindahkan, harus 

dikelola dengan bertanggung jawab dan mempertimbangkan aspek 

lingkungan. IJEPA hanya mengatur jenis-jenis limbah B3 yang dapat 
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diperdagangkan, namun tidak mengatur ketentuan yang secara khusus 

tentang keharusan bagi negara pihak dari IJEPA untuk melakukan 

pengelolaan limbah B3 yang ramah lingkungan. Hal tersebut bertentangan 

dengan ketentuan dalam Article 11 Konvensi Basel.  

 

 

2. Berkaitan dengan tinjauan IJEPA menurut hukum perdagangan internasional, 

Indonesia dan Jepang merupakan anggota WTO. Jika melihat struktur 

perdagangan di dalam IJEPA, Indonesia dan Jepang dapat meliberalisasikan 

perdagangan antara kedua negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari 

adanya penghapusan atau pengurangan tariff dan non-tarif antara kedua 

negara tersebut. IJEPA sendiri telah mengimplementasikan prinsip lainnya, 

yaitu resiprositas, mengikat dan memaksa, serta prinsip tansparansi, substansi 

dari IJEPA. Sedangkan prinsip safety valves, dengan adanya limbah B3 dalam 

IJEPA bisa dibatasi atau dilarang. Hal tersebut sejalan dengan prinsip yang 

terkandung dalam Konvensi Basel. Melalui perjanjain GATT terdapat pasal 

yang memberikan pengecualian tersebut di dalam Article 20. Di dalam Article 

20 GATT, diatur bahwa perlindungan manusia, hewan, atau tumbuhan serta 

kesehatannya merupakan subjek yang mendapat perlindungan khusus dari 

efek buruk yang ditimbulkan dari suatu perdagangan komoditas.  

 

3. Di dalam hukum lingkungan, Indonesia telah secara tegas melarang adanya 

impor limbah B3, sedangkan ekspor limbah B3 tidak dilarang. Namun pada 

kenyataannya, banyak limbah B3 yang masuk ke Indonesia. IJEPA belum 

bisa dilakuakan dengan maksimal dan memberikan keuntungan yang timbal 

balik dikarenakan: 

a. Indonesia belum mampu mengelola seluruh limbah B3 di dalam negeri dan 

akan menyebabkan samakin bertambahnya volume limbah B3 jika gagal 

ditangani secara ramah lingkungan. Komoditas limbah B3 yang terdapat 

dalam IJEPA akan menambahkan beban Indonesia untuk mengelola 

limbah B3. 
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b. Terdapat komoditas limbah B3 yang dilarang oleh Indonesia untuk 

menjadi objek perdagangan yang didasari oleh PP No. 101 Tahun 2014. 

c. Dalam kerangka hukum perdagangan, IJEPA menerapkan penurunan atau 

penghapusan tarif komoditas, salah satunya adalah terhadap limbah B3 

yang diperdagangkan di dalam IJEPA.  

 

4. IJEPA sebagai perjanjian perdagangan bilateral yang melibatkan aspek 

lingkungan, belum dapat mempertimbangkan aspek lingkungan secara utuh 

dengan konsep green economy. Sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

khusunya Indonesia, tidak berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan 

yang terjadi.  

 

5. Indonesia sebagai negara berkembang dan negara yang sedang membangun 

tentu harus lebih berhati-heti dalam melakukan kegiatan hubungan luar 

negerinya. Regulasi Indonesia dalam mengakomodir penegakan hukum 

internasional yang bersumber dari kegiatan antar negara dirasa kurang 

menjawab persoalan yang timbul terhadap tindak kejahatan lingkungan. 

Indonesia pun tidak konsisten dalam menerapkan pengaturan impor limbah B3, 

secara internasional Indonesia tunduk kepada Konvensi Basel dan secara 

nasional Indonesia melarang masuknya limbah B3. Sedangkan di dalam 

IJEPA, Indonesia memasukan limbah B3 sebagai komoditas perdagangan.  

 

5.2. Saran  

1. Menghapuskan komoditas limbah B3 dari daftar komoditas IJEPA. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan negosiasi kembali antara Indonesia dan 

Jepang untuk mengamndemen IJEPA. Dasar dari itu diatur di dalam Article 

152 IJEPA.  

2. Jika re-negosiasi tidak berhasil, maka Indonesia dapat mengajukan kasus 

tercantumkannya komoditas limbah B3 di dalam daftar komoditas IJEPA ke 

Dispute Settlement Body (DSB), sebagai badan penyelesai sengketa di bawah 
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WTO. Hal tersebut dapat dilakukan karena Indonesia dan Jepang merupakan 

anggota WTO.  

3. Indonesia mempertegas penerapan konsep green economy sebagai salah satu 

wujud sustainable development, salah satu realisasinya melalui pengaturan 

pengelolaan limbah B3 yang ketat.  
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